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Abstrak
 

Untuk menjamin kepastian hukum atas peralihan hak atas tanah dibutuhkan bukti yang sempurna dalam

suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT. Akta PPAT merupakan salah satu sumber utama dalam

rangka pemeliharaan data yuridis pendaftaran tanah di Indonesia, yang prosedur pembuatannya harus sesuai

dengan ketentuan tata cara pembuatan akta PPAT. Salah satu kewajiban PPAT adalah membacakan sendiri

akta yang dibuatnya. Pada praktiknya, masih ditemukan permasalahan mengenai akta jual beli yang tidak

dibacakan sendiri oleh PPAT, melainkan dibacakan oleh pegawai kantornya. Terdapat dua masalah yang

diangkat dalam tesis ini yaitu akibat hukum akta jual beli yang dibacakan oleh pegawai kantor PPAT, dan

keabsahan dari pendaftaran peralihan hak atas tanah berdasarkan akta jual beli yang dibacakan oleh pegawai

kantor PPAT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan analisis data

kualitatif. Menurut sifatnya, penelitian ini adalah deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, pembuatan akta jual beli yang dibacakan oleh pegawai kantor PPAT akan

membawa akibat hilangnya otentisitas dari akta. Seharusnya akta jual beli yang tidak memenuhi persyaratan

formil dalam suatu pembuatan akta PPAT tidak dapat dijadikan dasar untuk dilakukannya perubahan data

pendaftaran tanah. Terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanah yang telah dilakukan dan dikemudian hari

diketahui bahwa akta PPAT yang dijadikan dasar untuk dilakukannya perubahan data pendaftaran tanah

sebenarnya telah kehilangan otentisitasnya, maka pendaftaran peralihan hak atas tanah yang telah dilakukan

tersebut dapat dilakukan pembatalan oleh Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional.

<hr>

To ensure the legal certainty of the transition of land rights it requires perfect evidence in a deed made by

and in the presence of PPAT. PPAT Deed is one of the main sources in the maintenance of the data on the

registration of land in Indonesia, whose manufacturing procedures must be in accordance with the

provisions of the procedure for the creation of PPAT deed. One of PPAT`s obligations is to read the deed

itself. In practice, it is still found the problem of buying and selling act which is not read by PPAT, but read

by his office officers. There are two problems raised in this thesis that is due to the legal buy and sell act

which is read by the PPAT office employees, and the validity of the transitional registration of land rights

based on the deed of sale which is read by the PPAT office employees. This research uses juridical-

normative research methods, with qualitative data analysis. According to its nature, this research is an

analytical descriptive.

Based on the results of the research, the manufacture of sale and purchase deed read by the PPAT office will

bring the consequences of loss of authenticity from the deed. It should be a sale deed that does not meet the

formyl requirements in the creation of the PPAT deed could not be made basis for the change of land

registration data. On the registration of land rights transition that has been done and later known that the
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PPAT deed as the basis for the change of land registration data has actually lost its authenticity, then the

registration of the transition The rights to the land that has been done can be cancelled by the head of the

National Land Agency office.


